- Pendaliluan =~

- Sayaucapkan terima kasih kepaca Kepla BPHN c.g. Kepala Pusat Perencanaan
R PembangunanHukumNaswnaI yang telah memberikan kepercayaan kepada =

* saya menjadi narasumber dalam diskusi hari ini. -

o Pohtﬁ\hukum exapembdngunannasmnal sejak tahun.1973 dan datam GBHN .~

- Pelita 1l Bab 27 telah menganut kebijakan hukum sebagai “sarana pembaharuan
masyarakat” yang bertolak dari pemikiran filsafat hukum di atas disesuaikan
~dan kondisi sosial-dan politik yang berkembang memasuki era pembangunan
. nasidnal._.Disaiy_angkan,ba_h__wa:dal__am_praktik kebijakan hukum pemegang -
kekuasaan telah memahami secara kefiru atas konsep dan kebijakan hukum
' pérhbaﬁgunan_khus;z_s_ penggunaan kalimat, “sarana” yang disamakan dengan
“alat™ -(foo]s);"é;edangkan Mochtar Kusumaatmadja, pencetus ide hukum -
‘pembangunan, telah ‘mengingatkan sejak awal bahwa, terdapat perbedaan
yang signifikan antara kedua pengertian istilah tersebut.[2] S
Kekhawatiran akan tetjadi kekeliruan dalam politik hukum vaitu dengan
disahkannya beberapa undang-undang di era reformasi yang mencerminkan
karakteristik hukum sebagai “alat” bukan “sarana pembaharuan masyarakat”,
Contoh, antara lain, lahirnya UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
(2002/2003), UU Kepailitan (1998/2009), UU Pornografi (2009); UU Minyak
dan Gas Bumi (2009): UU Kehutanan (2009); UU Lalu Lintas Jalan (2009).jika
diteliti undang-undang tersebut tampak bahwa ancaman pidana yang jauh
lebih berat atau pidana denda jauh lebih besar dari ancaman yang sama di
dalam KUHP. Pencantuman ancaman pidana semacam itu bertentangan dengan
prinsip-prinsip penyusunan politik hukum yang baik, yaitu: harus mengurangi
ongkos sosial dari dampak pemberlakuan undang-undang: harus sesuai dengan
keperluan dan tidak melebihi batas keperluan untuk melindungi kepentingan

" Makalsh disampaikan pada Rapat/Diskusi Pokja Politik Hukum Pidana dan Sistem Pemidanaan di
BPHN.
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masym ak*:t tuas; dan’memelihara I\escm}bangan antara periindungan atas

S kepcntmnan pe!dku \01bdn dLm kepentingan nemuw’masym akat Iuas.

‘Secara khusus dalam kmta:z kekhawatiran di atas, terfokus kepada keberadaan -

| ‘UU Keierbukaan Informasi Publik UU KIP (UU Nomor 14 Tahun 2008).

Maksud dan tujuan di balik UU KIP adalah, di satu sisi untuk menjamin hak -

' konstitusional warga negara memperoleh akses informasi dalam suatu negara
demokrasi, akan tetapi di sisi lain terkandung maksud untuk “membatasi”

~akses informasi masyarakat hanya pada informasi tertentu saja sehingga di
dalam UU KIF, dibedakan antara, “informasi yang wajib disediakan” dan
: Inf{n masi Yano leecuahkaa L__‘{ Uy MP meaeoasi\an bahwa, informasi
yang dikecualikan dapat (llsaamp'ul\a;} kepada publik jika Presiden
mengizinkannya; monopoli informasi berada di tangan seorang Presiden.
Keberadaan Komisi Penyiaran sebatas mengenai content dari setiap berita
vang disampaikan kepada publik. Monopoli kekuasaan informasi di tangan
eksekutif juga berlaku ketika penyidik, penuntut dan hakim akan membuka
antara Jain informasi yang dapat-menghambat penegakan hukum, dan informasi
yang tidak boleh diungkapkan berdasar undang-undang.[4] Keberadaan UU
KIP dan monopoli kekuasaan eksekutif atas informasi akan semakin menguat
dengan rencana pemeuntah mengusulkan RUU Rahasia Negara,

IlLlsua'si d1 atas mengmmbmkan telah terjadi pemahaman yang keliru terhadap
konsep hukum pembangunan atau memang sengaja konsep hukum tersebut
diabaikan dengan berbagai pertimbangan dan latar belakang yang tidak kita
ketahui, Kekeliruan tentang fungsi dan peranan hukum sebagai alat (rools)
masih terus terjadi dalam prakiik pembentukan hukum tertulis bakkan oleh
putusan pengadilan.

Praktik pembentukan hukam sebagai alat, bukan sarana pembaharuan
tampaknya masih terus akan terjadi dalam peta politik hukum di Indonesia,
dan hal ini sangat mengkhawatirkan dilihat dari berbagai sudut bukan hanya
dari aspek perlindungan HAM tersangka dan terdakwa sesuai dengan Bab
XA UUD 1945, melainkan juga dari aspek pendidikan hukum generasi bangsa
ke depan.

Fenomena penguatan hukum sebagai alat tersebut perlu diimbangi dengan
“kekuatan pers bebas dan bertanggung jawab” dan bagi saya lebih nyaman
jika kalimat tersebut diubah menjadi “pers bertanggung jawab dan bebas”
kurena sulit menetapkan batasan mengenai yg bebas dan bertanggung jawab,

sckalipun batas-batas tersebut telah ada di dalam UU Pers. Pengawasan
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ekstc nal: bemsal dan ]\e}\uatan ]embava wadaya masyamkat temp masxh:{;" ;

. dlperlukan asalium txdak menjdch _tl umpei hehuasaan dan pemlh}\ modal” i

' - politik

Landasan tEOI'l. huixum 'dalam pohtﬂ; hukum pidana Kndonesxa

S Sej k: dlbeilakukan hukum pldazla Belanda (Werboe& van Strafrecht) men}’tm wa

' :'__-%hu"l\'um 'pld'tna Indonesia, melalui UzadanmUndanU Nomor 73 Tahun 1958, X

hukum, plddﬂ& Indonesm dﬂandasi\dn pada filsafat retributif. Hal ini ¢ >

:'dapat d1ket4hm dari bebcmp‘x jenis plddﬂﬂ yang chcantumkan ‘dalam Pasal- - :
- 10 KUHP. yang menempatkan pidana mati dan pidana penjard sebagai pidana i
: -_pokok 'Di ‘dalam KUHP: Belanda, Jelman dan Perancis, jenis pidana mati - -

telah dihapus sehingga KUHP dengan filsafat retributif telah ditinggalkan .

“-sama sekali di dalam sistem hukum p;dand di negara-negara Fropa penganut -

-s1stem hukum “Cwﬂ Law” 5]

Pe1L mbancan terlﬁm poEmL hukum p1dzma di bebe; apa negara Bropa vang
' te;gabuno dalam Uni Eropa, filsafat komutatif dan restoratif secara perlahan
tetapi. pasti telah menggeser filsafat retributif; langkah awal adatah penghapusan
' pzda:_z_a_ mati dari undang-undang pidana yang berlaku di negara anggota Uni
Eropa. ‘Langkah yang telah dilakukan khususnya di negri Belanda adalah
'pe}_zei‘aphn ‘pidana bersyarat lebih diutamakan dari pidana penjara dengan
alasan efisiensi dan untuk kepentingan ekonomi. Langkah pembaharuan hukum
‘pidana di Belanda yang terbaru dan termasuk sangat maju adalah amandemen
yang dilakukan pada tanggal 12 Oktober tahun 1992 dengan dimasukkannya
ketentuan mengenai “transaksi” (transactie) ke dalam KUHP Belanda terakhir
d1kod1f1k'151 pada tahun 1996. [__"{

Jlka dmhk dau sudut kepentingan perlindungan warga negara maka perubahan
politik hukum pidana di negara-negara anggota Uni Eropa juga akan lebih
“menguntungkan” jika tetap tanpa perubahan sebagaimana telah diuraikan
di atas. Hal ini disebabkan semakin kompromistis politik hukum pidana
dalam mencegah dan menindak kejahatan semakin rentan kekuatan dan wibawa
Hukum Pidana vang bertujuan melindungi kepentingan masyarakat luas di
samping melindangi hak asasi tersangka dan terdakwa.

Dalam konteks hubungan luar negeri dan kerja sama internasional maka
perubahan politik hukum pidana di negara anggota Uni Eropa seperti
penghapusan pidana mati, sering mempengaruhi hubungan kerja sama antara
negara dalam penegakan hukum pidana terhadap kejahatan transnasional,
dan berdampak kurang menguntungkan terhadap bidang ekspor dan impor
atau dalam bidang perdagangan internasional. Konvensi PBB tentang Hak
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Slpl] daze Hdk Po}xtlh (}9{)6) yanﬂ telah diratifikasi Indonesia dengan UU '. .
- -Nomox 12 Tahun 2005, telah melarang penjatuhan pidana mati dan meminta .
‘semua nwala secara berangsur-angsur meng lmpﬁs}(annya dari KUHP negara~-

. negara per ‘mfﬂ asi konvensi ‘tersebut.[7] ‘Namun di sisi lain; dalam kasus

- terorisme mternasmml Tangkah Polri melumpuhkan para pelaku teroris dengan
: pelum tajdm sampal menotklbdtk an-kematian tidak memmbulkan protes.

“keras dari pemimpin negara barat (maju) dan amnesti internasional. Begitupula *
_perlakmn atas penahanan mereka yang dituduh terlibat terorisme internasional

di Kamp. Guantanamo, masih sarat dengan pelanggaran HAM: akan tetap:{

tidak ada kecaman keras terhadap pemerintah AS dan sekutunya. Bahkan - '

: 'L.eb:gcﬂ\an hukum yang chhlxukan oleh pemerintah AS terhadap Trak, dlpdndancr
_sebagai bagian dari penegakan demokrasi dan HAM.

Dalam konteks politik hukum pidana internasional, fakta tersebut telah terjadi
suatu hipokritisme kebijakan internasional oleh negara-negara maju terhadap
negara lain. Atas dasar fakta dan perkembangan politik hukum negara maju
tersebut, dapat dikatakan bahwa politik hukum pidana Indonesia, kini berada
di tengah-tengah hipokritisme internasional dan terjepit dalarn jurang perbedaan
tajam antara filsafat retributif dan restoratit yang telah disesuaikan dengan

“selera” kebijakan politik negara-negara maju. Sebagai contoh, penyusunan
UU pemberantasan terorisme tahun 2002/2003 telah menggunakan “rriangle
paradign?” yaitu melindungi korban, hak tersangka/terdakwa, dan kepentingan

negara.[8] Penggunaan paradigma tersebut untuk mencegah penegakan hukuim
terhadap terorisme diintervensi oleh kekuasaan negara superpower untuk
memaksakan kehendaknya agar badan intelijen ditkutsertakan dalam penegakan
hukum tersebut. Penggunaan badan intelijen dalam urusan tersebut akan
bmdampai\ ﬂma dengan yang terjadi Guantanamo. Ketiga paradigma di
dalam konsep pemberantasan terorisme di Indonesia, kurang “disukai” negara
maju (terutama AS) karena tidak sejalan dengan visi dan pemahaman mereka
mengenai terorisme yang selalu dikaitkan dengan agama.[9]

Kini, ada niat pemerintah untuk mengajukan perubahan UU tersebut dengan
misi mensukseskan “permintaan” negara maju yang daiu sempat tertunda
dan diarahkan kepada karakter “imperialisme humanisme” (iumanitarian
mzpei_:ah.sm). Dalamn Kaitan ini, tentu rencana perubahan UU Nomor 15
Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang diusulkan
pemerintah patut dicermati sungguh-sungguh apalagi dengan telzh disahkannya
pembentukan Badan Nasional Anti Terorisme oleh Presiden baru-baru ini.
Maksud baik pemerintah untuk mengubah UU tersebut dan pembentukan
Badan dimaksud tidak boleh menimbulkan ekses negatif di dalam
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o ;_'peiaks na m}a'_dl Lt,much_ n'han Laxena secara hIStOIIS 3031010015 kultmal
' '.-polmk dan secara erciahs, banﬂsa Indonesia be; beda dc:}fran banusd Ialn'f'
alipur di nec&na maju.o R o :

R Uniuk dapat m'e'mamlslpam perkembancran dan fa}\ta Se_;dl ah pembentukanff_: =
o Edan_p_ __nefzdhau hul ni__pidazla dalam konteks pelkembanrran terkini dalam ¢ 8
~ - peta politik global dalam’ pencegahan dan pemberantasan kejahatan . -
e transnasional,” ‘secara teoritik ki pmlu mertuu}\ kembali’ }\epad'i belbagazj
"__-:teou hukum yzmt7 dd\enal mulai ‘dari’ Plato, Anstoteles sampai dengan’ .
~filsafat modern John Rawls, Ronald Dwoﬂ\m dan Derida. Di dalam’ kekeringan -
o Tdoktzm dan 1111’1[.1 penvet‘lhuan hukum pldaua yang kini berkembano di Indonesia - . A
- kita mengaiam kesulitan untuk menemukan 1efe1ensx dari sar jana Indonesia ©
' 1:IEFI\€II1LEkd yang telah bm henti lama’ sejak. I\alya (aim) Sudiman Kartohadxprodjo S
R (dkn) Hazairin, (alm) Supomo (alm) Wiryono Prodjodikoro, (alm) Moelyatno,
« .-dan (alm) Sudm to,: Mochtar Kesumaatmadja, dan (alm) Satjipto Rahardjo.
: 'Dau bebezapa stana Indonesm di atas, hanya Mochtar Kusumaatmadja o
-:._dcm (alm) Satppto Rabmd;o yang. kemudian telah menghasilkan doktun o
s 'menvenax fungsi dan peranan hukum dalam pembangunan hukum di Indonesia.
'Kedua Ahh hukmn tersebut Ielah berhasil meletakkan dasar politik hukum
pembancunan na%xonal ydml teori hukum pembangunan (1973) dan teori
~-hukum progresif (2003) dan ma51h 1elevan denﬂan perkembangan masya;akat
"Indonesm abad 21.

_:Mochtm Kusumaatmadja telah be;haszl memadukan pemikiran “positivisme
hukum”, (Kelsen, Bentham, Austin), “sociological jurisprudence” {Pound)
dan “pragmatic legal realism” (Ehrlich) dan muncul dengan teori hukum
pembangunan di mana hukum merupakan sarana pembaharuan masyarakat.
Alm Satjipto Rahardjo, telah berhasil memunculkan teori hukum progresif
di.mana hukum dibentuk untuk (tujuan) manusia bukan manusia (diarahkan)
untuk. (kepentmtran) manusia. Teori hukum progresif telah memadukan
soczologzcal szsprudence dan pmgmanc legal realism dan critical ]egal
studies. - : -

Sejak tahun 1973, politik hukum di Indonesia termasuk politik hukum pldana
di ‘Indonesia menggunakan politik hukum pembangunan sebagaimana
dicantumkan dalam program pembangunan nasional namun arah politik
pembangunan hukum nasional tersebut telah diubah setelah peristiwa krisis
internasional tahun 1998 di bidang keuangan internasional. Pasca krisis
tersebut, arah politik hukum Indonesu termasuk hukum pidana, sebagaimana

dicanturnkan dalam RIPM tahun 1999-2014, telah berkiblat kepada pendapat
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._'__Fucdmfmn tummo smt.m imkum (Iegai subsmncc !ega! structure dan leoal_-'.
: _fcu[nue) e

= Al fah pohuk pembanoundn hul\um nas;onal y&nv meletdld\.an dasar pemahuan S

i I“necimann tentang sistem hukum (legal system) menurut pendapat saya,

;hfmya dztujukan unt;s%\ me}em}d\gn Lemnoka pemb‘mﬂumn sistem hukum
.:'311151011051'1 bul\an d;iujuhan untuk menggerakan roda ‘pembangunan nasmndi-_

< melalui -penempatan fungsi dan 'peramn hukum di dalam mendukung -
- __pembdncunaﬁ nasional di bidang ekonom; sosial, budaya geografis, dan - =
- politik. Pandangan }\einu mengenai penempamn mode] Friedmann tentang -

_ -'31stem ha}\um sebaﬁ&; arah politik pembangunan nasional yang bersifat statis -
j :'_{I\mez}a hdnya mclemkkan Kerangka dasar), tidak dapat mengikuti dan’

mengarahkan dinamika yang berkembang dalam bidang-bidang yang telah
o saya sebut}\an d1 atas. -

Penyusunan kerangka dasar sistem hukum untuk mewujudkan pembangunan
nasional Indonebm yang bersifat dinamis, rentan terhadap perubahan politik
dalam’ dan Juar negeri yang berada dalam situasi peralihan dari negara
berkembang ke hegara maju, dengan mode! Friedmann tidak dapat menjamin
terciptanya keteraturan, ketertiban, kepastian dan keadilan dalam pembangunan
nasional. Hal ini disebabkan juga karena pandangan seper(i itu telah keliru
sejak awalnya, yaitu memandano konsep sistem hukum Friedmann sebagai

“bagian” dari hasil pemikiran manusia Indonesia, yang “terlanjur” dianggap
cocok atau dicocokkan saja dengan situasi dan kondisi birokrasi dan budaya
bangsa Indonesia. Sedangkan kita ketahui bahwa pemikiran Friedmann tidak
dilahirkan dan dibesarkan dalam situasi lingkungan dan budaya Indonesia
yang masih menganut budaya paternalistik {clien-pafron relationship).[10]
Sekalipun Friedmann memasukkan konsep kultur hukum ke dalam definisi
mengenal sistem hukum akan tetapi konsep kultur hukum bagi ybs adalah
kultur hukum yang tidak pernah terpikirkan sebagai hukum adat setempat
atau hukum lokal yang memiliki sifat heterogeen daripada kultur barat yang
pada umumnya bersifat homogeen. Perbedaan kultur hukum dalam konsep
(hukum) barat sudah tentu menimbuikan perbedaan substansi hukum yang
dipandang cocok bagi kultur masyarakatnya; apakah kultur masyarakat dengan
paham individualisme atau kultur masyarakat dengan paham kolektivisme
seperti yang dimiliki masyarakat timur pada umumnya khususnya Indonesia.

Perkembangan prakiik pembentukan hukum dan praktik hukum di Indonesia
sejak awal reformasi telah kita ketahui dan rasakan di mana sangat transparan
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= daratan eropa. Sebdom contoh pemben{ul\aﬁ UU I\epalhtdn UU Anti Monopoli

'1m01vem1 pc.n dlLlh s;stem lzuixum Amu;ka buukat mdaim organisasi
mzemasmnal sepem IMF. dm World Bank yang d1domma~;1 oleh para alurmni .
perg UUJ.U{.U] tinggi terkenal d1 AS dlb.mduw%.an dengan dh;mm hukum dari

e dan’ Pelsamcvan Usaha, UU Penanaman Modal, UU Migas dan UU Kehutanan, i

- Bcﬁm pula pembentLlLﬂxl lembftoa baru di luar Iembaoa konvensional yvang'
"_'ﬁtela ada sc,beiumnya, sepcrtl punbentu}um pm}ﬁadzlan niaga, dan komisi

: :ombudsman l\ep(}hszan Lejaksaan dan’ kOﬂ’liSl yudisial, “dan’ pembentukan =N

komxsz ldumya yang intinya memiliki funom dan peranan sebagai alat kontrol © =
'...(pubhk) terhadap Kinerja pemeumah Pola pcmbemu}\an hukum dan: .

'pelembawaan scbagaimana ‘diuraikan ‘di ‘atas, merupakan wdjud nyata dari =

: penvmuh 'thran hbenhsma dcm }\apltahsme sebdoa; Lmdasan pohtzk hukum = s

_3em clobahsasz _,111

' Namun ch daldm kenyatadnnya mah poimk hukum msxonal yang mengakui
‘bahwa Lekuatan ‘pasar dapai mendomnv peltumbuhan (national g;owth)' '
:-teibukm fld&i\ dapat ‘menjamin tercxptanyd pemerataan (equity} hasil
'pcmbanfrunan ekonomi nasional. Kepercayaan atas kekuatan pasar justru
telah menimbulkan kepincangan dan kesenjangan antara si miskin dan si
kaya yang semakin melebar terutama di Indonesia dengan jumlah penduduk
miskin yang telah mencapzu 30% ari total jumlah penduduk sebanyak 250
guta orano ' :

Kond1sx nyata peikembanﬁan amh ekonomx nasional telsebut di atas jelas
memerlukan payung hukum yang searah dengan filsafat kapitalisme barat
dengan ekonomi pasar tersebut. Dari sudut inilah kita para ahli hukum dan
praktisi-hukum yang terlibat dalam pembentukan undang-undang berkaitan
dengan.bidang ekonomi dan keuangan telah memberikan andil baik secara
langsung atau tidak langsung, disadari atau tidak disadari di dalam menciptakan
ketimpangan dan kesenjangan sosial antara si kaya dan si miskin tersebut.

Dalam bidang politik hukum pidana perkembangan nyata telah tampak dari
pengaruh filsafat individualisme dengan mengusung konsep pertanggungjawaban
pidana individeal (PP) (individual criminal responsibility) sejak diberlakukan
Werboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie (WvSNI) dan diakui sebagai
sistem hukum pidana Indonesia berdasarkan UU Nomor 73 Tahun 1958.
Pertanyaannya mengapa sejak kemerdekaan sampai saat ini tidak diperkenalkan
konsep “pertanggungjawaban kolekiif/PPK (collective criminal responsi-
biliry). Dampak dari konsep PPI dalam praktik adalah munculnya konsep
pemisahan antara pelaku, pelaku peserta, pembujukan dan pembantuan. Namun
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"]u.mbedaan texeebut mem&dz tldak jelus ketika negara memandang perla "

umuh membemmtds ]\e]‘lhdtﬂn serius ydnﬁ bc;ddmpdk luar bmsd utpeln'_' :
: texousme nm I\Otﬂ\d R{nupsz dan pencucmn uang.

-'D1 em Giobahsam dbdd ’71 pohuk hukum pldana justru tidak lagi Ielewm:
“hanya terfokus. kepada kejahatan individual akan tetapi seharusnya arah.
po_lit_ik_ -hiﬂgum pidana nasional ditujukan untuk mencegah dan memberantas.
kethat_ah kolektif .baik yang berlatar belakang etnis, agama, sistem sosial, '_
dan. politik. Di dalam menghadapi bentuk baru kejahatan kolektif inilah,
terletak kelemahan mendasar kensep PPI sehingga di dalam praktik disiasati
oleh Jaksa penuntut umum dengan melakukan pemischan berkas perkara
(splitsing) pidana yang melibatkan lebih dari satn orang atau bersifat kolektif.
Strategi JPU yang telah merupakan kebiasaan dalam praktik peradilan dipandang
dan diakui “benar” oleh praktisi hukum, termasuk para Hakim; akan tetapi
siasat sepem tersebnt, justru merupakan pelanggaran hak asasi tersangka
daz} melanqgm prinsip hukum nasional dan hukum pidana intemasional (HAM)
tentang prinsip “due process of law”; yaitu seseorang tidak dapat dipaksa
untuk memberikan keter angan yang dapat merugikan pembelaan bagi dirinya

(saksi mahkota) di persidangan.

Politik Hukum Pidana masa yang akan datang

Sejak konsensus Washington (1999) yang menghasilkan konsep globalisasi
internasional maka hegemoni negava superpower beralih dari era penggunaan
kekuvatan militer kepada peningkatan ekonomi internasional menuju cita-cita
kesejahteraan dunia. Keseimbangan kekuatan saat ini dibedakan dalam dua
jenis yaitu “Hard power” dan “soft power”. Joseph P. Nye Jr, [12]
mengatakan:”Military and economic power are both examples of hard com-
mand power that can be used to induce others to change thelr position.
Hard power can rest on inducemems{ carrot) or threats (sticks).” Sedangkan
vang dimaksud dengan “soft power” adalah, “rests on the ability to set the
political agenda in a way that shape the preferences of others. The ability
to establish preferences tends to be associated with intangible power re-
sources such as an attractive culture, ideology, and insiitutions”. [13]

Dalam bahasa politik, “soff power” diterjemahkan dengan kalimat sebagai
perikut: “If [ can get yvou to want to do whar I want, then I do not have
to force vou to do what vou do nor wanit te do”.

Kekuatan “soft power” yang dimaksud oleh Nye Jr adalah kemampuan

untuk membujuk dan menarik perhatian, dan keduanya sering menuju kepada
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_p_ncmkafm dt.,m ;Jummm _]\L %men 1111 tulem}\ lmda J\chudayaan Amml\a -
rikat, I\edua }\Ll\l.ldfd!] Aersebut: (hard. and | soft. power} mer upainm modal

¥ ._'_dfm 3en0uc1%'1an (w;lhydh) tumbuh pes“ttnya nasmzmhsme di: bElb"tUdl belahau

R Lekelas‘m membflhayak’m penmp’uan mJ uan BI\.OHOI‘HI dunia. 14!

ulama poht;}\ AS memasuki era elobalisasi karena pemeuntah AS menyadari ©
f__sepenuhnya Icmdfman kdxuatan d1 duma telah: mcnmwalkan kekuatan militer =

] _'_pezubahan besar dinegara mdusm maju yaitn fokus pada kesejdhtemm N
eiﬁne) daup’tda Lemendnuan {glon), dan’ disadari. :bahwa pengaunam_ 7

':'Z'Penedmh mft powe} telsebu_ d1 atas dan dampaknya sanoat terasa dl o

8 _'f;dalam proses pexencaman dan penyusunan pemmran pmunddnoan undanoan
_ 'sebaoammna teldh saya Lemukakan dalcim uraian awal tulisan ini. 113

' :.:Pe;waru sofr pou er” 1mpun JUU& teiah teuach pada tahun 1998 ketzI\a
"memhadapz solusi atas krisi BLBI di mana, pemerintah telah “mengikuti”
'-::s;uan IMFE unmk melaksanakan mekamsme “release and discharge” (R &
'_'ZD) dan pcmbeutukan B&d&il Penyeimmn Perbankan Nasional (BPPN).
fKeputusLm Pemerintah Indonema tersebut telah tidak mempertimbangkan
sistem hukum pidana yang berlaku di Indonesia. [16] Kebi jakan pemerintah
:tei sebut sekahpun Kejaksaan, Aouno ieiah menetapkan SP3, masilh menimbulkan
kontroversi hukum dan sosial bqhkan merupakan preseden buruk dalam
peneg akan hukum di Indonesm d1 masa yad atau dapat digunakan sebagai

bahan pertimbangan penol\ajlan aidh politik hukum pidana nasional di masa
yad, Dampak nyata dari I\ebuakan pemerintah dalam kasus BLBI adalah
sikap pemerintah saat ini te1hadfzp kasus Bank Century. Bahkan juga telah
terbukti banyak fakta pcmmoanan kasus pe1kam pidana yang berkaitan dengan
I\@bl_]illxaﬂ pemcrmtuh yang telah d;pexlaLuI\an secara diskriminatif seperti
I\asus Slsmmbakum chbandmﬂ{an dengan kasus BLBI dan Bank Century.

Pc§ajaaan yang dapai }uta ambil. dari fakta kebijakan penegakan hukum dan
ditengah hipokritisme internasional dalam menghadapi kejahatan transnasional,
yaitu bahwa diperlukan reorientasi arah kebijakan hukum pidana (politik
hukum pidana) Indonesia di dalam mengantisipasi perkembangan ideologi
globalisasi dan kemungkinan terburuk dampak dari ideologi globalisasi

Pelajaran pertama adalah, melakukan kajian yang teliti dan komprehensif
ter'hadap semua perencanaan pemerintah terutama di bidang legislasi termasuk
usul inisiatif’ dari DPR RI di berbagai sektor dan Rancangan Perda atau
Perda yang mengatur sumber daya alam termasuk minyak dan gas bumi.
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.y

. Pelajaran kedua, khususnya bagi para ahli hukum pidana mengkaji bersama -
- secura feliti per Lib&h‘m pesat perkembangan dan tren perkembangan hukum_ o
-:'_pzcldna di -negara barat (Amerika Serikat dan negara anggota Uni Eropa) di '

- dalam. 111enyeles<nl\an kasus-kasus yang berhubungan dengan keuangan,
_pelban}\an pasar modal dll. Meng gapa dikhususkan terhadap ketiga sektor - -
“tersebut? Hal ini disebabkan telah diakui di berbagai negara bahwa, ketiea -

_ '_se}\tOE tmsebut mm upakan tulang pungeung negara di dalam mencapal cn:a-'_ =

Cocita l\esejahteraan rakyat. Kajian hukem p1dam terhadap ketiga sektor tersebut ..
- dan beberapa contoh kasus di Indonesia.seperti Kasus Monsanto dan kasus _

Innospec akhir-akhir_ ini justra sangat penting untuk dilakukan oleh para -
o AhIi huhum pidcma dan ahh huLum ekonomi bersama -sama.f{l7]

Pelajal an ketwa mer zsjuk kepada peta politik hukum yang masih dikuasai
oleh dua sistem huLum Civil Law System dan Common Law System: dan
fakta telah terjadi peroeseran dominasi sistem hukum “Civil Law” oleh sistem
hukum ‘Common Law” serta perkembangan peta kekuatan politik negara
maju ‘dan negara berkembang di era globalisasi saat ini. Selama ini para ahli
hukum pidana Indones;d befum memiliki perhatian terhadap konteks situasi
sebdccum"md saya sampm\zm di atas. Mereka lebih sering berpolemik mengenai
paham retributif dengan dasar pemikiran positivisme hukum tanpa
mempertimbangkan secara khusus bahwa, sistem hukum pidana adalah
merupakan bagian dari kebijakan sosial (social policy) dewasa ini yvang
menuntut pemnvkatan kesejahteraan ekonomi mI\yat

D1 dahm menwkaj; fungsi dan peranan hukum pidana Indonesia (lama)[18]
penulxs be1pendapdt bahwa telah terjadi kekeliruan pola pikir mengenai
funos1 dan peranan hukum di kalangan ahli hukum pidana, yaitu pertama,
penerdpan hukum pidana harus selalu berakhir dengan penghukuman dan
pemenjaraan; kedua, dalam kejahatan serius funffﬂ dan tujuan retributif
harus dilipatgandakan daripada kejahatan ringan; dan bahkan prinsip “ultimum
remediunt” harus dikesampingkan. Pola pikir tersebut terbukti dalam praktik
tidek memberikan kontribusi maksimal terhadap perbaikan iklim
penyelenggaraan negara sampaj saat ini. Sebagai contoh, sejak ditetapkan
UU Pemberantasan Korupsi dan UU Pencucian Uang, tingkat keberhasilan
dari aspek disiplin dan integritas serta kehati-hatian dalam pengelolaan kenangan
negara tidak mengalami perubahan secara signifikan. Sebaliknya semakin
meningkat penyelenggara negara yang terfibat dalam perkara korupsi, keuangan
dan perbankan. Hal ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai pemberdayaan
fungsi dan peranan hukum pidana di dalam mendukung penguatan sektor

176

Majalah Hukum Nasional, Nomor 1 Tahun 2011




' :-'_.I\ese}dhteiaan IELICYdt Indonesm d1 e;d wioballsa%l saat. ini.

B ':Kebmhdsﬂcm yanfr ud‘lk sxomfll an dflldm pcnecrak an hukum pld&na telhdddp
tmdak pldam korupsi, tmddk pldana pencucian vang dan tindak pidana di

R bzdauw Keuangan ‘dan perbank“an serta di bidang pasar modal selama era -

o 1ef01ma~31 membu]\tﬂ\an beberapa penyebqb sebagai berikut: (1} faktor sumber

"';d_aya manusia penscdkhul\um, (2) faktor sarana dan prasarana; dan {3)
faktor I«:ekeﬁrﬁﬁn pemahanﬁan para ahli hukum pidana tentang fungsi dan
i pe;anan ha}\um p1dand dalam pembdnwunan nasional.

. -Penutup
 Kesimpulan dapat ditarik dari uraian di atas adalah sebagai berikut:

1. Politik hukum pembangunan yang dibentuk sejak awal tahun 1973 masih
relevan dalam perkembangan politik hukum di era globalisasi saat ini

2. Adopsi, adaptasi dan aplikasi konsep/model hukum asing di dalam berbagai
bidang hukam termasuk hukum pidana harus dilakukan secara hati-hati
dan penuh kewaspadaan dengan mempertimbangkan aspek sosial, budaya,
ekonomi, politik, geografis Indonesia sebagai negara kesatuan.

3. Pergeseran dominasi sistems hukum “Civil Law” dalam kehidupan bangsa
Indonesia ke arah sistem hukum “Conunon Law” harus dicermaii secara
komprehensif dengan mempertimbangkan dampak positif dan negatif
dari ekses-ekses penerimaan sistem hukum “Commen Law™ terutama
dalam menghadapi kejahatan transnasional dan terorganisasi.

4. Fokus fungsi dan peranan hukum pidana sebagai sarana pembaharuan
di dalam pembangunan nasional tidak [agi semata-mata ditujukan untuk
mencegah dan memberantas kejahatan individual melainkan seharusnya
ditujukan terhadap kejahatan kolektif baik berlatar belakang etnis, agama,
politik dan status sosial.

(1]

Di dalam mengantisipasi perkembangan pelitik hukum di era global
terutama politik hukum pidana, posisi Indonesia dewasa ini dalam
perkembangan kejahatan transnasional telah menjadi “negara tujuan”
{destination-stare) dan negara produsen, bukan hanya negara transit
{transit-stare) atau hanya negara korban (state-victim).

Majalah Hukum Nasional, Nomor 1 Tahun 2011
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6.7 :Bahwa pembangunan politik hukum nasional terutama pelitik hukum -
“pidana berdampak langsung atau tidak langsung terhadap pembangunan
~ nasional secara keseluruhan terutama pembangunan ekonomi dan sosial.
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s ..dfl.

' L_l Gurubesar Unpad

A f Modmu Kusumadtmadja ”Funosz dan Pemnan Hukum dalam Pembancunan S
"‘Hukun '-.M&Sydlakdi dan Pembanounan” Bmaczpta tanpa iahun

- L_} Undano«Undanﬁ Nomo; 14 Tahun 2{)08 tentano Ketexbuhaaa Infmm'ts;-'_ s

_'-"Pub_"I\,' "b'VZ_'Pasal 17 jo Pasal 18.
L.} Llhat dan baca Pasai 17 dan Pdel 18 UU KIP

- .-_{_1 Pelbedaan Iebm Jduh antaia smtem hul\um “C;vﬂ Law“ dan ‘Common"'

S Law” dapat d1bf1ca dalam, Romli Atmasasnnt’x “Pe;bandmmn Hukum Pidana™;
o Pcnelblt Flkaimn Jak&rm, 2009

6] Kezentuazl mengenai “transactie” (Pasal 74) ditempatkan di bawah judul

Bab VIIL “Lapse of the Right to Prosecute and Lapse of the Right o
hnplemem Sentence”. Ketenwan ini adalah mer upakan salah satu proses
be_raca_ra pidana yang memberikan “diskresi” kepada penuntut umum untuk
tidak melimpahkan ‘perkara -ke persidangan dengan beberapa syarat.
Dicantumkan dalam Pasal 74 rumusan sebagai berikut: “The right to prosecute
lapseé where the conditions set are met. The following conditions may be

set: a.the payment of a sum of money to the State, the amount being not less

than five guilders and not more than the maximum statutory fine;b.renunciation
of title to objects that have been seized and that are subject to forfeiture or
confiscation;c.the surrender pf objects subject to forfeiture or confiscation,or
payment to the State of their assessed value; d.the payment in full to the
State of a sum of money or transfer of object seized to deprive the accused,
in whole or in part, of the estimated gains acguired by means of or derived
from the ‘criminal offense, including the saving of costs; e.full or partial
compen‘;ation for the damage caused by the criminal offense”.

71 Koavcnan tersebut telah duanﬁkam denmn Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2005 dan teldh dicantumkan dalam UUD 1943 Bab XA Pasal 28 A
s.d. L

[8] Romli Atmasasmita,"Masalah Pengaturan Terorisme dan Perspektif

Indonesia™; BPHN Departemen Kehakiman RI; 2002.

[91 Yang mengkaitkan terorisme dengan agama, termasuk UU Anti Terorisme
di AS, Kanada dan Australia.
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10 Romh Atn}asasmlta “Tiga Model Hukum Pembangunan di Indonesxd
S :_ makalah t1dak diterbitkan; Unpad, 2010. Dalam Makalah tersebut.

- Uniu]\ memahanu plus dan minus tentang Globalisasi, baca dan cermati.

.'-ﬁ-_pdnd'mo‘m Jacques B. Gelinas, dalam karyanya, “Juggernaut Politics™:
:_-Understandmcr P;edatory Globalization; Zedbooks & Fernwoods; 2003; Richard . .-
- Falk, “Predatory Globalization: A Critique”; Polity Press; 2002; dan Joseph - -

: _Stwhiz “Gobalization and. Its D;scon{ent” {2003} dan “Making Globahzataon_'

o Work” (2006),

R Li.lll J oseph L. Nye Jr, The Power of the American Paradox™; Oxford UniVEISlty '
Press 2002; halaman o

' 'i 31 Ibid hdlaman o
'Lifgl Op cit. halaman - 5-6.
[_15 L_1 at Lu_dmn di halaman 10.

[16] Di dalam Keppres tentang “R & D” kepada sejumlah Bank Nasional,
diperintahkan agar proses penyidikan oleh Kepolisian dan Kejaksaan dihentikan
terhadap beberapa pemilik Bank bermasalah. Terbukti kemudian agunan
yang dijaminkan dalam pelaksanaan “R & D” tersebut banyak aset-aset
veng . bernilai rendah dan bahkan di antaranya tidak ada (alias bodong).

{171-Kasus Monsanto adalah tindak pidana suap terhadap pejabat publik
asing (Indonesia) oleh Perusahaan Amerika Serikat berkedudukan di New
York, dan memiliki cabang di Indonesia. Kasus Innospec, perusahaan Amerika
Serikat yang berkedudukan di Amerika dan memiliki agen perusahaan di
Inggris dan di Indonesia. Kedua perusahaan tersebut dituduh telah melakukan
tindak pidana suap terhadap pejabat publik asing (di Indonesia). Tindak
pidana suap kedua perusahaan Amerika Serikat tersehut telah melanggar
ketentuan “Foreign Bribery Practices Act” AS, dan penyelesatannya dilakukan
melalui proses “injunction™ atau mediasi. Kedua perusahaan tersebut membayar
sejumlah denda administratif yang ditentukan oleh Departemen Kehakiman
AS dan Badan Pengawas Pasar Modal AS (SEC); dan dilakukan restrukturisasi
organisasi serta manajemen di kedua perusahaan tersebut. Departemen
Kehakiman AS berkewajiban merahasiakan semua perbuatan kedua perusahaan
tersebut kepada siapapun termasuk kepada instansi pemerintah (KPK dan
Kejagung) di Indonesia. Selain itu masih ada hambatan proseducal dalam
meminta bantuan hukum timbal balik dengan pemerintah AS karena sampai
saat ini kedua pemerintah (Indonesia dan AS) tidak terikat ke dalam perjanjian
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. :.:_bfmumn hu um lmlbal bqhi\ dszm masalah pi{ ana (Mutual Lwal Assimnu_ B
T;eaiy/Muumi Asslstance in Cum;nal MJIEBI s). ' '

i _ﬁl Funtm dan pcmndn huLum pxcha ]ama dnndl\sud addlah yang d;landa& '_: N

g j'_;'-hlsafa.tmtxzbutif dengan pemn’m “ulitimum Lemechum Lecmh untuk tindak oo
*'pidana yang bersifat hmr b;aba (extm ordinary crimes) seperti kompsx dan =
 terorisme, be11al\u pemn’m pumum 1emedmm sebaoax “extra ordinary . "

o jmmsules

181

Majalah Hukum Nasional, Nomor 1 Tahun 2011




Majalah Hukum Nasional, Nomor 1 Tahun 2011



